Judul Produk Pelayanan	: Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian Consignment
Note
Nomor KEP			: KEP-255/BC/2024
Nomor Produk			: 017

A.  Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Penyelenggara pos mengirimkan Consignment Note (CN)
kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui Sistem Komputer
Pelayanan (SKP).
2.  Persyaratan untuk pengajuan Consignment Note (CN)
terdiri dari:
a.  nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward Barang Kiriman telah tercantum pada data CN;
b. Dokumen               pemenuhan               ketentuan larangan/pembatasan	dan            ketentuan larangan/pembatasan dalam hal diperlukan,
c.  Dokumen pembebasan dalam hal diperlukan
d.  Dan dokumen pendukung kepabeanan lainnya.
3. Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan	dengan    CN    dengan    nilai    pabean ditetapkan tidak melebihi FOB USD 3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:
a.  diberikan pembebasan bea masuk;
b. dipungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa · dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
c.  dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.
4. Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan	dengan    CN    dengan    nilai    pabean ditetapkan melebihi FOB USD 3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD l,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:
a. klasifikasi   barang   ditetapkan   sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang;
b. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
c.  nilai  pabean  ditetapkan  berdasarkan  keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman;
d. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak · pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
e.  dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
5.  Ketentuan   tarif   7,5%   (tujuh   koma   lima   persen)
dikecualikan untuk barang kiriman berupa:
a.	kosmetik     atau     preparat     kecantikan,     yang diklasifikasikan dalam pos 33.03, pos 33.04, pos
33.05, pos 33.06, dan pos 33.07;
b.	tas,  koper  dan  sejenisnya,  yang  diklasifikasikan dalam pos 42.02;
c.	buku  dan  barang  lainnya,  yang  diklasifikasikan dalam pos 49.01, pos 49.02, pos 49.03, dan pos
49.04;






	
	
	d.    produk   tekstil,   garmen   dan   sejenisnya,   yang
diklasifikasikan dalam bab 61, bab 62, dan bab 63;
e.	alas     kaki,     sepatu     dan     sejenisnya     yang diklasifikasikan dalam bab 64;
f.	barang dari besi atau baja, yang diklasifikasikan dalam bab 73;
g.	sepeda, skuter dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik selain kondisi completely knocked down, yang diklasifikasikan dalam pos tarif / HS code 8711.60.92, pos tarif/HS code 8711.60.93, pos tarif/HS	code   8711.60.94,   pos   tarif/HS   code
8711.60.95, dan pos tarif/HS code 8711.60.99;
h.	sepeda tidak bermotor, yang diklasifikasikan dalam pos 87.12; dan
i.	jam tangan, yang diklasifikasikan dalarn pos 91.01 dan pos 91.02.
j.	Atas     barang-barang     tersebut,     diberlakukan ketentuan dan tarif pembebanan umum (most favoured nation) untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
6. Barang  Kiriman  berupa  barang  kena cukai  yang diselesaikan dengan CN atau PIBK, dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:
a.  sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa:
1.  20  (dua  puluh)  batang,  apabila  dalam  bentuk batang;
2.  5 (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul;
3.  30 (tiga puluh) milliliter, apabila dalam bentuk cair;
4.  4   (empat)   cartridge,   apabila   dalam   bentuk cartridge; atau
5.  50  (lima  puluh)  gram  atau  50  (lima  puluh)
milliliter, apabila dalam bentuk lainnya; dan/atau b.  350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang
mengandung etil alkohol.
7.  Dalam hal hasil tembakau   lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan	cukai      diberikan      setara      dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau.
8. Dalarn hal Barang Kirirnan rnelebihi jumlah, atas kelebihan barang kena cukai dirnusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos.
9. dalam hal belum terdapat SKP atau SKP mengalami gangguan, penyampaian CN dilakukan melalui tulisan diatas formulir.

	2.
	Sistem,  Mekanisme  dan
Prosedur
	1.  Penyelenggara pos mengirimkan Consignment Note (CN)
kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui Sistem Komputer
Pelayanan (SKP).
2.  Pejabat  Pemeriksa  Dokumen  menerima  dan  meneliti data CN dan dokumen pelengkap pabean.
a.  Memberikan catatan/tanda pada SKP agar dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal terdapat kecurigaan terhadap:
1.  jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman;
2.  nilai pabean atas Barang Kiriman melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor; dan/atau
3.  pemenuhan kewajiban pabean.






b.  Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman lebih dari FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang bukan badan usaha, menyampaikan	respon    pemberitahuan    kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK.
c.  Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman lebih dari FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang merupakan badan usaha,	menyampaikan    respon    pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.
d.  Dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam CN dan/atau dokumen pelengkap pabean tidak jelas, menyampaikan	respon   Nota   Permintaan   Data dan/atau	Dokumen   Barang   Kiriman   (NPD-BK) kepada Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen dukung.
e. Dalam hal CN dan dokumen pelengkap tidak menunjukkan hal-hal di atas, meneliti tarif dan nilai pabean Barang Kiriman.
3.  Dalam hal barang telah disiapkan oleh Penyelenggara Pos, Pejabat Pemindai Barang Kiriman melaksanakan pemindaian, dan selanjutnya:
a. Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lain berupa profil penerima barang, komoditi Barang Kiriman,	negara  asal  barang,  pengirim  barang, pengangkut dan/atau data lainnya, memberikan catatan/tanda	pada   SKP   agar   Barang   Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai (jalur merah).
b.  Dalam hal Barang Kiriman tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik, memberikan catatan/tanda pada SKP	bahwa   Barang   Kiriman   tidak   dilakukan pemeriksaaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai (jalur hijau).
4.  Pejabat Pemeriksa Fisik Melakukan pemeriksaan fisik dengan	disaksikan   oleh   Penerima   Barang   atau Penyelenggara	Pos,   kemudian   menuangkan   hasil pemeriksaan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada SKP.
5.  Pejabat Pemeriksa Fisik Memberikan tanda khusus pada kemasan	Barang   Kiriman   yang   telah   dilakukan pemeriksaan	fisik    dan    membuat    Berita    Acara Pemeriksaan Fisik.
6.  Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean
a. Dalam    hal    barang    kiriman    mendapatkan pembebasan BM dan PDRI, menerbitkan respon persetujuan pengeluaran barang.
b.  Dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam CN, dokumen pelengkap pabean tidak jelas dan/atau diperlukan penelitian lebih lanjut atas nilai pabean, menyampaikan	respon   Nota   Permintaan   Data dan/atau	Dokumen   Barang   Kiriman   (NPD-BK) kepada Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen dukung.
c. Dalam  hal  Barang  Kiriman  wajib  memenuhi ketentuan	larangan/pembatasan   dan   ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi, menerbitkan



	
	
	respon  Surat  Penetapan  Barang  Larangan  dan
Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos dengan tembusan kepada Unit Pengawasan.
d.  Dalam hal Barang Kiriman merupakan barang kena cukai	yang   melebihi   jumlah   yang   diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemusnahan atas kelebihan BKC dengan	  disaksikan   oleh  penerima  barang  atau penyelenggara pos (dalam hal dikuasakan).
e.  Dalam hal persyaratan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) telah dipenuhi, menerbitkan SPPBMCP dan menerbitkan Billing Pembayaran.
7. Penyelenggara   Pos/Penerima   Barang   melakukan pembayaran BM dan PDRI berdasarkan atas Billing Pembayaran.
8. Sistem   Komputer   Pelayanan   menerima   respon pembayaran.
9. Penyelenggara   Pos/Penerima   Barang   melakukan pengeluaran barang dari TPS.

	3.
	Jangka                 Waktu
Penyelesaian
	Paling lama 3,27 hari kerja yang dimulai Pejabat Pemeriksa
Dokumen menerima dokumen CN sampai dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan Persetujuan Pengeluaran Barang;  atau  Surat  Penetapan Pembayaran Bea  Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP). (dikecualikan atas pemeriksaan fisik barang)

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk Pelayanan
	1.  Persetujuan   Pengeluaran   Barang   dan/atau   Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak
(SPPBMCP) dan Billing Pembayaran;
2.  Respon   pemberitahuan   kepada   Penerima   Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PIB;
3.  Respon   pemberitahuan   kepada   Penerima   Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PIBK;
4.  Respon   Surat   Penetapan   Barang   Larangan   dan
Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK);

	6.
	PenangananPengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA)  di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




